PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 46 TAHUN 2017
- TENTANG |
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NUOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG
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DENCGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TUAL,

a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Dasrah Nomor 09 Tahun 2017 tentang Anpparan Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 perhu ditetapkan Peraturan Walitkota Tuml tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagal Iand'asafi operasicnal peleksanaan Anggaran

Menimbang

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
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b bahwa berdasarkan pertimbangan sebapaimana ditmaksud pada buruf 2, perln” menetapkan Peraturan Walikota

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018,

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat [0) Undang-Undang Dasar Negara. Republik Indeonesia Tahun 1945,

2.

3

Undang-Undang Nomor o Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Koluai
dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik mmdonesia Tabun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 1¥ Tahun 2005 tentang Keuangan Negara (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomer 47, Tambahan Lembaran Negara Republik mdonesia. Nomor 4286/;

4Undang-Undang Nomeor 1 Tahun 2004 tentang Perbendzharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

10.

‘printed By SiiDe,

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Takun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangzungjawab Keuangan Negara
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 4400}

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 9004 tentang Sistem Perencanazan Pembangunan Masional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 ltentang Perimbangan Keuangarn Antura Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Nagrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nemor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438) |

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tatur 2007 Nomer 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indorncsia Nomar 4747);
Undang-Undang. Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajpk dan Retribusi Daerah (lLembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negata Republik Indonesia Nomor 2049); i '
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pe}aturan Perundang-Undangan {Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2011 Nomer B2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Halaman 2



ii.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

15.

19,
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [Lembaran Negara Republik- Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lombaran Nega_‘rﬂ RE:leblfk Indenesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2014 tentang Majcks Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah _dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5568);

Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 ‘tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonegia Tahun
9014 Nomeor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah teraikhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Dagrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pererintah Nomor 109 Tehun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 10, Tambahan Lembeiran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028,

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran
Negara Republik Indenesia Tahun 2005 Neomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 4502);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4575);

Peraturan Pemetintah Nomor 58 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Peadoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal [Lembaran Nepara Republik Indonesia. Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Noimor 45850

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Ta_hun 2005 tentang Pembinaan. dan Pengawasan ates Penyelenggaraan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun- 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia
Nomor 4592);
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21.

22

27.

28.
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 Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 teritang Pelaporan Keuangan dan KMﬂﬁa Inatansi Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Perararan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentanp Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerab
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5007 Womor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomoar 4712} '

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Sistemn Informasi Keuangan Daerah |Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5155); :

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);

Peraluran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara ‘Republik Indonesia Nomor 5272);

Peratyran Pemerintab Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peratyran Pelalksamaan Undang-Undang Nomor © Tahun 2014
tentang Desa [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahein Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539)%

Peraturzin Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentany Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telh diubah dengan Perabran Pemerintah Nomor 22 Tabun 2015 tentang Perubahan Feraturan
Pernerintah Nomo 60 Tabhun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber darl Anggaran Pendapatan dan Bclanjp Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor B8,
Tatnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694} | o

Peraturan Pemerintah Nomot 18 Tahun 2017 tentang Hak Keungan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewa

Perwalkilan Rekyat Caerah (Lembraran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembararm

Republik indonesia Nomor 6057
Peraturan Menteti Dalam Negeri Nemor 07 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah
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31,
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Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor (7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah
Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Da_lam
Negeri Nomeor 13 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelelaan Keuangan Daerah; ' ”
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembenan Hibah dan Bantuan Sosial yvang
hersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daersh sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menter: Dalagn Megeri Nomor Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negep
Nomor 32 Tahun 201l tentang Pedoman Pembatian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Angparan
Fendapatan dan Helanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Neger Momor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Deerah (Berita Negarc
Republik Indonesfa Tahun 2015 Nomor 2036), : '

Peraturatl Menter! Dalam Neger: Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman l"enyuaun!.n Angga.ra.n Pendapatan dan
Belanja. Daerah Tehun Anggeran 2018;

Fereturen Deerah Koe Tual Nomeor 03 Tahun 2009 tunta.ng lentang Pokok-Pokok Pcngclolaan Keuangan Duerah
sebagaimana telah diubeh dengan Perwturan Deerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Peraturan Dasrsh Kota Tual
Nomer 03 Tehun 200% tentang Pokok-Pokok Pengelclasn Keuangan Dacreh (Lemberan Decrab Tahun 2014 Nomer
72, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7051);
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MEMLI TUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TLUAL
TAHUN ANGGARAN 2018 : x
FPagal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angparan 2018 terdiri atas :

1) Pendapatan :

8] Pendapatan Asli Daerah Rp. 32.528688.226,00
b Dana Perimbangan = Rp. §527.509060000,00
d Lain-lain Pendapatan Dacrah yang sah Rp. 38,520,985 . 100,00 -
Jumlah Pendapatan Rp. 598.558737326,00
‘%) Belanja
fE a) Delanja Tidak Langsung: .
i . 1. Belanjp Pegawsl Ep. 155,158 4202282 00
2. Belanja Subsidi Rp. 1.500000000,00
E 3.  DBelanja Hibah Ry, 33.117.600.000,00
‘ 4,  Belanija Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/
H Kota dan Pemerintah Desa Rp. 776034700,00
Belana Bantuan Keuangan Rp. 20.218.952.300,00
6. Belanja Tak Terduga Rp. 500 0.000.000,00
Jumnlah Tidalk Langsung . 276.171 . 009.282.00
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b Belanja Langsung :
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal
Jurnlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja
Surplus / (Defisit)
Pembiayaan .
a) Penerimaan
b Pengehiaran
Jumlah Pemnbizyaan Neto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

FPEEET

88 F

10.585.600.200,00
219 9793.699.495 00

62 .166.819.305, 00
392732.119.000,00
668903.128.282,00
(70.344.390.956,00)

70.344.390956,00
0,00
703443%0.956,00
0,00
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Pagal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum. dakm Lampiran | Peraturan Wallkota ini,

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci Jebih lanjut dalam Lampiran [ Peraturan Walikota in

w

Fasal 4
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pagal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Walikota ind.
Fasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan -ini ditnangkan kbih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran
satuan kerja perangkal daerah sesuai dengan keétentuan: perundang-undangar.

Pasal 6

Belanja Tanggap Darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap slabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya
keatmanan dan ketertiban masyarakat, menggunakan Belanj Tidak Terduga.

Pasal 7
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belang Hibah dan Belanja Bantuan Sedal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I dan [V dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan darl Peraturan Walikota iri.

—
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Pasal B
Peraturan Walkotae Tual ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetabuwinga, memcrintahkan pengundangan Peraturan Wakkota im dengan menempatkannys dalam Berita
Daereh Kota Tua) ' i '

Ditetapkan d Tual
pada langgal 28 Desemnber 2017

ghan di Tual
<15 S4reaenber 2017

KOTA TUAL,

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2017 NOMOR {lab

?ﬁﬁﬁw Eﬂ“ﬂa Halaman 9




